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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan 

manusia semakin lama akan semakin meningkat. Kebutuhan manusia juga 

semakin beragam pula jenisnya namun kebutuhan manusia yang paling mendasar 

atau biasa disebut kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena 

sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi pakaian, 

makanan, dan rumah (sandang, pangan, dan papan). Ketiga kebutuhan primer 

tersebut harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, 

apabila kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka manusia sulit untuk 

melangsungkan kehidupannya. 

Dari kebutuhan yang mendasar tersebut kebutuhan tempat tinggal atau 

rumah (papan) adalah yang paling sulit untuk dipenuhi, dan hal yang 

menyebabkan tempat tinggal menjadi kebutuhan yang paling sulit untuk dipenuhi, 

karena daya beli masyarakat saat ini sangat terbatas dan banyak digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara untuk memiliki sebuah rumah 

dibutuhkan dana cukup besar, terutama bagi golongan ekonomi menengah ke 

bawah. Hal tersebut tentunya memicu masyarakat akan melakukan berbagai usaha 

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terutama untuk memiliki rumah. Salah satu 

solusi untuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan pembelian rumah 

melalui kredit pada bank. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka 
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meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak peminjam (debitur) 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 
1
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi bank selain 

menghimpun dana salah satunya adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit 

kepada masyarakat, dengan demikian masyarakat yang membutuhkan dapat 

mengajukan kredit kepada bank untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak bank juga 

telah menyediakan fasilitas yang khusus membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan akan rumah. 

Pihak bank juga telah menyediakan fasilitas yang khusus membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan. Fasilitas tersebut adalah 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pihak bank selalu menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam menyalurkan kredit pada masyarakat, mengingat resiko tinggi 

mengenai pengembalian penyaluran dana kredit. Hal tersebut menunjukkan perlu 

diperhatikan faktor keamanan dan kemampuan, sehingga terwujud kehati-hatian 

dengan menjaga unsur keamanan dan keuntungan dari suatu kredit.
2
 Untuk 

menghindari atau meminimalkan resiko tersebut maka sebelum memberikan 

kredit bank terlebih dahulu melakukan penilaian kelayakan terhadap calon 

debiturnya. Pada umumnya dalam dunia perbankan untuk mengevaluasi 

kelayakan calon debitur ada 5 prinsip dasar yang harus dimiliki oleh calon debitur, 

                                                      
1
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan 
2
 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan ketiga, Bandung : PT 

Citra Aditya Bakti,2000 hal 92. 
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yang sering di kenal dengan prinsip 5C, yaitu Character (sifat dan watak), 

Capacity (kemampuan), Capital (kondisi keuangan), Collateral (jaminan), 

Condition of economy (kondisi ekonomi).
3
 

Banyak debitur yang memanfaatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah 

tersebut namun keinginan debitur untuk bisa memiliki rumah tersebut terkadang 

tidak diimbangi dengan kemampuan finansial ataupun pemikiran yang panjang 

tentang dana yang harus disiapkan untuk membayar cicilan di kemudian hari 

dengan mempertimbangkan pendapatan perbulan, kebutuhan hidup yang semakin 

lama semakin meningkat, dan juga pengeluaran. Hal ini menyebabkan banyaknya 

terjadi fenomena kredit macet. 

Perkataan “kredit” berasal dari bahasa latin credo yang berarti “saya 

percaya”,yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta cred  yang artinya 

“kepercayaan” dan bahas latin do yang artinya “saya tempatkan”. Memperoleh 

kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada 

seseortang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan 

syarat membayar kembali atau memberikan penggatiannya dalam jangka waktu 

yang telah diperjanjiakan. Hal terpenting dalam praktik perbankan adalah 

penyerahan uang, karena uang merupakan pengganti barang atau jasa yang telah 

luas dipergunakan. Dalam kehidupan sehari hari kredit diartikan sebagai 

“pinjaman” atau “utang”.
4
 

Pengertian Kredit menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan, pasal 1 angka 11, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

                                                      
3
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2008 Hal. 117 
4
 Prathama Rahardja, Uang dan Perbankan, Cetakan 3, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997 

hal.104 
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dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan 

pasal 1 tersebut menyatakan bahwa pemberian kredit bank harus didasari adanya 

suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak 

debitur. 

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga 

pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh 

karena pemberiaan kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk 

mendapat keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat  

kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur 

akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan 

syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hak tersebut 

menunjukan perlu diperhatikan faktor kemampuan dan kemauan, sehingga 

tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur 

keuntungan dari suatu kredit.
5
 

 Jika debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga 

kredit, namun debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu 

memenuhi kewajiban pembayaran utangnya maka berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank 

umum, maka kreditur (bank) dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap 

debiturnya.
6
  Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank 

                                                      
5
 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan ketiga, Bandung : PT 

Citra Aditya Bakti,2000 hal 299 
6
 Pasal 52 (PBI) nomor 7/2/PBI/2005 
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dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:  

(a) Penurunan suku bunga kredit;  

(b) Perpanjangan jangka waktu kredit;  

(c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;  

(d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;  

(e) Penambahan fasilitas Kredit; dan/atau  

(f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
7
 

Jika restrukturisasi kredit tidak dapat dilakukan maka debitur tidak dapat 

melakukan pembayaran utangnya kepada kreditur dengan kata lain debitur telah 

wanprestasi atau cidera janji. Jika debitur telah cidera janji atau wanprestasi dalam 

pemenuhan perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi 

hak tanggungan. Kreditur selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan 

eksekusi hak tanggungan dengan cara menjual objek hak tanggungan melalui 

pelelangan umum, atau jika terjadi kesepakatan antara pemberi hak tanggungan 

(debitur) dengan penerima hak tanggungan (kreditur) penjualan objek Hak 

Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan 

dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Pelaksanaan 

penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 

(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang 

Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan 

                                                      
7
 Pasal 1 Angka 1 (PBI) nomor 7/2/PBI/2005 
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sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 

bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang 

menyatakan keberatan.
8
  

Dalam praktiknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat terdapat 

tindakan hukum penyelesaian kredit macet selain melalui eksekusi hak 

tanggungan. Tindakan hukum tersebut dilakukan dengan pengalihan objek 

jaminan dari debitur kepada pihak ketiga yang ingin melanjutkan sisa pembayaran 

angsuran kepada pihak kreditur, hal ini biasanya dikenal dengan sebutan alih 

debitur atau pengoperan kredit ataupun Pengalihan kredit. Tindakan hukum 

tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian pengalihan hak antara pihak debitur 

dengan pihak ketiga yang akan melanjutkan sisa pembayaran utang debitur 

kepada krediturnya dan biasanya dalam perjanian tersebut tidak dilibatkan pihak 

kreditur dan/atau tanpa persetujuan dari pihak kreditur. 

Pengalihan kredit merupakan pengalihan utang antara debitur lama kepada 

pihak ketiga atau debitur baru. Pengalihan utang tersebut tidak dilakukan secara 

suka rela, melainkan hak dan kewajiban ikut pula beralih. Hak atas tanah berikut 

bangunan (objek hak tanggungan) milik debitur beralih kepada pihak ketiga, dan 

kewajiban atas pembayaran angsuran debitur atau sisa cicilan pada kreditur 

beralih pula kepada pihak ketiga. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh debitur 

yang memiliki utang pada kreditur dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah 

(KPR), namun tidak menutup kemungkinan terjadi pada debitur dengan fasilitas 

kredit lainya. 

                                                      
8
 Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan 
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Peristiwa Pengalihan kredit ini identik dengan peristiwa pembaruan utang 

atau dikenal dengan sebutan Novasi dalam ketentuan Pasal 1413 KUH Perdata 

Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaruan utang, yaitu :  

(1) pembaruan objek utang, yaitu apabila antara debitur dan kreditur 

membuat perikatan utang baru, untuk menggantikan utang lama yang 

dihapuskan dengan adanya perikatan utang baru;  

(2)  pembaruan debitur, yaitu apabila seorang debitur baru ditunjuk untuk 

menggantikan debitur lama yang dibebaskan oleh kreditur;  

(3)  pembaruan kreditur, yaitu apabila seorang kreditur baru yang ditunjuk 

untuk menggantikan kreditur lama yang telah membebaskan debitur. 

Pada poin kedua diatas merupakan jalan yang sama dalam penerapan 

pengalihan kredit, yaitu pembaruan utang dengan jalan 

pengalihandebitur lama kepada debitur baru atau di kenal dengan 

istilah novasi subjektif pasif
9
 

Hanya saja peristiwa pengalihan kredit pihak kreditur tidak secara tegas 

menyatakan membebaskan kewajiban pihak debitur lama dari hutangnya karena 

pihak kreditur tidak ikut serta dalam perjanjian pengalihan kredit. Dalam 

ketentuan Pasal 1417 KUH Perdata menyatakan delegasi atau pemindahan, 

dengan mana seorang berutang memberikan kepada orang yang mengutangkan 

padanya seorang berutang baru mengikatkan dirinya kepada si berpiutang, tidak 

menerbitkan suatu pembaharuan utang, jika si berpiutang tidak secara tegas 

menyatakan bahwa ia bermaksud membebaskan orang berutang yang melakukan 

pemindahan itu, dari perikatannya. 

                                                      
9
 Ahmadi Miru, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008, hal 134  
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Pada proses pengalihan kredit debitur telah cidera janji, karena pada saat 

pemberian hak tanggungan termuat janji-janji debitur kepada kreditur yang 

termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Salah satu janji-janji pada saat 

pemberian hak tanggungan tersebut yang telah disepakati oleh pihak debitur dan 

kreditur sebagaimana telah di atur pada Pasal 11 ayat (2) huruf  h. Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu debitur berjanji 

bahwa pemberi hak tanggungan (debitur) tidak akan melepaskan haknya atas 

Objek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan 

Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Hak 

Tanggungan (kreditur). 

Dalam pelaksanaan pengalihan kredit yang hanya melibatkan antara 

debitur lama dengan pihak ketiga, dimana keduanya sepakat membuat perjanjian 

baik di bawah tangan untuk mengalihkan kepemilikan rumah debitur yang masih 

dalam jaminan kreditur kepada pihak ketiga. Hal tersebut terjadi dalam kasus 

sengketa Yayuk Artha selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya yang 

merasa dirugikan karena Penggugat merasa telah membeli dan membayar 

angsuran fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari  Pudji Astuti (Tergugat 

II). Bahwa Pudji Astuti (Tergugat II) yang juga membeli secara oper kredit 

(pengalihan kredit) dibawah tangan dari Priyono Pitanto Toto Wibowo (Tergugat 

I). Priyono Pitanto Toto Wibowo (Tergugat I) membeli 1(satu) unit rumah susun 

Cipta Manunggal Type F36, Luas 36 m2 terletak di Jalan Pagesangan Blok 63/H-

2 RT.03 RW.05 Kel. Menanggal Kec. Wonocolo, Surabaya dengan fasilitas 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya 

(Turut Tergugat). Dalam Tesis ini penulis akan membahas membahas kasus 
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peralihan secara oper kredit tersebut dan diharapkan dapat memberikan kepastian 

hukum bagi seluruh pihak pada proses oper kredit, baik pihak kreditur,  debitur, 

dan pihak ketiga (debitur baru). 

Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk Tesis dengan judul: “AKIBAT 

HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN 

TANPA PERSETUJUAN BANK BERDASARKAN OPER KREDIT (Studi 

Putusan PN SURABAYA Nomor 1028/Pdt.G/2013/PN.SBY)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana oper kredit objek hak tanggungan dari pemberi hak 

tanggungan kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur (bank) selaku 

penerima hak tanggungan di tinjau dari Undang-Undang nomor 4 tahun 

1996 tentang hak tanggungan? 

2. Apa akibat hukum dari Putusan PN SURABAYA Nomor 

1028/Pdt.G/2013/PN.SBY  terhadap objek hak tanggungan berdasarkan 

perjanjian pengalihan kredit yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak 

kreditur (Bank)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian pada penulisan tesis ini sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pengalihan hak 

tanggungan kepada pihak lain secara oper kredit tanpa persetujuan 

kreditur selaku penerima hak tanggungan di tinjau dari Undang-

Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. 

2. Untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan PN SURABAYA 

Nomor 1028/Pdt.G/2013/PN.SBY terhadap pengalihan objek hak 

tanggungan berdasarkan oper kredit yang dilakukan tanpa persetujuan 

pihak kreditur (Bank). 
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D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis bagi pengembangan Ilmu pengetahuan.
10

 Manfaat penelitian 

ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum 

kenotariatan yang berkaitan dengan perrjanjian pengalihan hak dan 

kuasa menjual dalam proses pengalihan kredit. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik kepada pembaca, Notaris/PPAT, maupun penulis sendiri. 

Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi pembaca 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang pengalihan objek hak tanggungan berdasarkan 

perjanjian pengaihan hak dan kuasa dalam proses pengalihan 

kredit. 

b. Manfaat bagi Notaris 

Diharapkan dalam melaksanakan tugas jabatannya yaitu dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam membuat perjanjian pengalihan 

                                                      
10

 Syahruddin Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, 

Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika 2014, Hal 24-25. 
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hak dan kuasa untuk melakukan proses pengalihan kredit yang 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

c. Manfaat bagi penulis sendiri 

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian 

studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, juga untuk 

menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum 

kenotariatan. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang akan dibahas 

dalam tesis ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis. 

Dengan mengelompokan ke dalam 5 (lima) bab. Bab-bab yang dimaksud 

terdiri atas: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan ini berisikan antara lain latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka tentang 

perjanjian pada umumnya yaitu, pengertian perjanjian, unsur-

unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya 

perjanjian. Bank pada umumnya yaitu, pengertian bank, jenis-

jenis bank dan usaha bank. Kemudian mengenai tinjauan umum 

kredit bank yang menguraikan pengertian kredit, unsur-unsur 
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kredit, fungsi kredit, jenis kredit dan kredit kepemilikan rumah. 

Hak tanggungan pada umumnya terdiri dari pengertian hak 

tanggungan, ciri-ciri hak tanggungan, sifat dan asas hak 

tanggungan, dan berakhirnya hak tanggungan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian, Penulisi akan menuangkan metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu jenis penelitian, 

jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan dan analisa data. 

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN  

Analisis hasil penelitian akan diuraikan dalam gambaran umum   

bagaimana pengalihan hak tanggungan kepada pihak lain secara 

oper kredit tanpa persetujuan kreditur selaku penerima hak 

tanggungan di tinjau dari Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 

tentang hak tanggungan. Dianalisis pula akibat hukum dari 

Putusan PN SURABAYA Nomor 1028/Pdt.G/2013/PN.SBY 

terhadap pengalihan objek hak tanggungan berdasarkan oper 

kredit. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam Bab V ini merupakan bab penutup yang berisikan 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.  

Daftar Pustaka 

Lampiran   

 


